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Sidang TPGTGR Triwulan IV 2020, Pemprov NTB Ultimatum Penunggak 

Kerugian Negara 

 

Sumber berita: www.suarantb.com  

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengultimatum penunggak temuan kerugian negara. 

Hal itu disampaikan dalam sidang majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi (TP-TPGR), Selasa, 15 Desember 2020. Sebanyak Rp2,6 miliar sukses 

disetorkan. “Kami mengkonfirmasi mereka serta memberikan ultimatum untuk memastikan 

kerugian negara itu segera terbayarkan,” ujar Sekda Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi ditemui 

usai sidang. Sekda yang bertindak sebagai ketua majelis sidang TP-TGR ini mengatakan, 

penagihan ini berdasarkan temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhitung 

sejak tahun 2018. Mereka yang disidang antara lain 14 kontraktor, satu pejabat pembuat 

komitmen (PPK), dan satu entitas pribadi. “Sudah kita kasih kesempatan untuk pembayaran 

kerugian negara, tapi ada rekanan yang sampai batas waktu yang ditentukan belum 

melaksanakan kewajibannya,” terangnya. Dalam sidang tersebut juga disepakati adanya 

adendum pembayaran kerugian negara sampai Desember 2021. Apabila masih ada yang 

membandel maka tindakan administrasi dan pidana dapat diambil. “Bila tidak ada kesanggupan 

akan kita proses hukum. Selanjutnya, kita akan blacklist dari daftar mitra kerja kita di lingkup 

Pemprov NTB,” kata Gita. Inspektur Provinsi NTB H Ibnu Salim merinci, sidang TP-TGR 

tersebut demi menagih sisa temuan kerugian negara sebesar Rp4,25 miliar. “Hari ini ada 

pengembalian Rp2,6 miliar,” sebutnya. Pengembaliannya belum lunas seluruhnya. Majelis TP-

TGR masih memakai pendekatan lunak. Berupa perpanjangan waktu sampai Desember 2021. 

“Tapi ini dengan jaminan aset berupa sertifikat atau jaminan lainnya yang bisa diterima. 

Terutama dengan tunggakan yang cukup besar ya,” kata Ibnu. Komitmen jaminan ini dengan 

http://www.suarantb.com/
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penandatanganya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Pengembalian paling 

besar yakni temuan pada Perusahaan daerah PT Gerbang NTB Emas. Yakni Rp2.536.238.470 

merupakan taksiran nilai obyek tanah seluas 14.857 m2 di Kayangan, Lombok Utara. “Yang 

GNE ini sudah tuntas,” tutup Ibnu. Tim Legal PT GNE Herman Saputra menyebutkan, 

pengembalian ini dari mantan Direktur Haris Budiharsono. Berikut Akta Notaris Kuasa 

Menjual. Apraisal independen nilai obyek tanah itu sudah setara atau mencukupi dari yang 

dipertanggungjawabkan. “Pembayaran dari Haris sudah disepakati kedua pihak. Dengan 

menguasai tanah tersebut, PT GNE memiliki prospek dalam pengembangan properti atau 

kerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya. (why) 

 

Sumber Berita:  

https://www.suarantb.com/sidang-tpgtgr-triwulan-iv-2020-pemprov-ntb-ultimatum-

penunggak-kerugian-negara/ .Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 

 

Catatan Berita: 

Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan dibeberapa ketentuan, diantaranya: 

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;  

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan 

uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” 

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya 

berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” 

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara 

Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan 

uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” 

 

- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang 

diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian 

Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, 

TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:  

https://www.suarantb.com/sidang-tpgtgr-triwulan-iv-2020-pemprov-ntb-ultimatum-penunggak-kerugian-negara/
https://www.suarantb.com/sidang-tpgtgr-triwulan-iv-2020-pemprov-ntb-ultimatum-penunggak-kerugian-negara/
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a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;  

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;  

c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;  

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah; dan  

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. 

 


